
 

 
 

WALI KOTA  TANJUNGPINANG 

PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

PERATURAN WALI KOTA TANJUNGPINANG 

NOMOR 12 TAHUN  2022 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 85 TAHUN 2021 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH   

TAHUN ANGGARAN 2022 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALI KOTA TANJUNGPINANG, 
 

Menimbang :  a. bahwa dalam rangka melaksanakan surat Nomor UM 0201-

cb5/204 tanggal 13 Juni 2022 dari Kementerian Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Cipta Karya 

Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepulauan Riau perihal 

pemberitahuan kegiatan Pasar Baru Tanjungpinang; 

 b.  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa belanja 

tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran 

untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang 

tidak dapat diprediksi sebelumnya dan keperluan mendesak 

meliputi pengeluaran daerah yang berada di luar kendali 

pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, dan 

pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan 

menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah 

dan/atau masyarakat; 

 c.  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 Peraturan Pemerintah 

Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah menyebutkan bahwa pergeseran anggaran dapat 

dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar 

program, antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar obyek 

belanja, dan/atau antar rincian obyek belanja; 

 

 



 d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah menyebutkan bahwa pergeseran anggaran 

antar objek  belanja dan/atau antar rincian objek belanja 

dilakukan melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang 

Penjabaran APBD; 

 e. bahwa berdasarkan Lampiran BAB II Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan  bahwa belanja 

tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan 

melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada 

belanja SKPD/Unit SKPD yang membidangi; 

 f.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu 

menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Wali Kota  Nomor 85 Tahun 2021 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 

Tanjungpinang Tahun Anggaran 2022;   

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun  2001 tentang Pembentukan 

Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4112); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286);  

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan  

Lembaran  Negara Republik  Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor  28  Tahun  2009  tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  



Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049); 

6.   Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014  tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);  

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74         

Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia      

Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5340); 

10. Peraturan  Pemerintah  Nomor  55 Tahun 2005  tentang         

Dana Perimbangan  (Lembaran Negara Republik Indonesia           

Tahun   2005   Nomor   137,  Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 



Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6057); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang 

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil 

Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia     

Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6224); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan 

dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang 

Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 136, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6517); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 

Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia  

Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembahan Negara Republik 

Indonesia Nomor 6628);  

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri   

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 



Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018        

Nomor 157); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang 

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta 

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang 

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13    

Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia       

Tahun 2020 Nomor 288); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang 

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di 

lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang 

Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan 

Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri   Nomor 26 Tahun 2021 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri   

Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan 

Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, 

dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);   

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 

dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431); 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang 

Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah  

Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 496); 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 926); 

31. Peraturan   Menteri   Keuangan   Nomor  17/PMK.07/2021 

tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 

Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan 

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan 

Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 149) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor  162/PMK.07/2021 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri   Keuangan   

Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke 

Daerah dan Dana Desa Tahun   Anggaran 2021 Dalam Rangka 

Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 1289);   

32. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2008 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2008 Nomor 4); 

33. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2021 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang     

Tahun 2021 Nomor 51); 

 



34. Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 20 Tahun 2014 

tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tanjungpinang 

(Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2014 Nomor 20) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 25         Tahun 2016 

tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tanjungpinang 

Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah 

Kota Tanjungpinang (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 

2016 Nomor 25); 

35. Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 21 Tahun 2014 

tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Tanjungpinang 

(Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2014 Nomor 21); 

36. Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 85 Tahun 2021 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Tanjungpinang 

Tahun 2021 Nomor 388) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2022 

tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 85      

Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota 

Tanjungpinang Tahun 2022 Nomor 398); 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN WALI KOTA NOMOR 85 TAHUN 2021 TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN ANGGARAN 2022. 

Pasal I 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Wali kota Tanjungpinang Nomor 85 Tahun 

2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2021 Nomor 388) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 4 

Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 85 Tahun 2021 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2022 (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2022 Nomor 398) sehingga 

berbunyi sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 



Pasal 10 

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a 

direncanakan sebesar Rp 840.409.050.092,- (delapan ratus empat puluh 

miliar empat ratus sembilan juta lima puluh ribu sembilan puluh dua 

rupiah) dilakukan penyesuaian menjadi sebesar Rp 840.484.890.092,- 

(delapan ratus empat puluh miliar empat ratus delapan puluh empat juta 

delapan ratus sembilan puluh ribu sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri 

atas: 

a. belanja pegawai; 

b. belanja barang dan jasa; 

c. belanja bunga; 

d. belanja subsidi; 

e. belanja hibah; dan 

f. belanja bantuan sosial. 

(2) Belanja  pegawai  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1)  huruf a 

direncanakan sebesar Rp 454.230.446.795,- (empat ratus lima puluh empat 

miliar dua ratus tiga puluh juta empat ratus empat puluh enam ribu tujuh 

ratus sembilan puluh lima rupiah). 

(3) Belanja  barang  dan  jasa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp 358.240.667.495,- (tiga ratus lima puluh delapan 

miliar dua ratus empat puluh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu empat 

ratus sembilan puluh lima rupiah) dilakukan penyesuaian menjadi sebesar 

Rp 358.316.507.495,- (tiga ratus lima puluh delapan miliar tiga ratus enam 

belas juta lima ratus tujuh ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah). 

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan  

sebesar Rp 0,- (nol rupiah). 

(5) Belanja  subsidi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  d 

direncanakan sebesar Rp 475.672.500,- (empat ratus tujuh puluh lima juta 

enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah).  

(6) Belanja  hibah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  e 

direncanakan sebesar Rp 27.062.263.302,- (dua puluh tujuh miliar enam 

puluh dua juta dua ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus dua rupiah). 

(7) Belanja  bantuan  sosial  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  f 

direncanakan sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). 

1. Ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah sehingga 

berbunyi sebagai berikut: 



Pasal 14 

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b 

direncanakan sebesar Rp 123.321.830.515,- (seratus dua puluh tiga miliar 

tiga ratus dua puluh satu juta delapan ratus tiga puluh ribu lima ratus lima 

belas rupiah) dilakukan penyesuaian menjadi sebesar Rp 128.802.718.778,- 

(seratus dua puluh delapan miliar delapan ratus dua juta tujuh ratus 

delapan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang terdiri 

atas: 

a. belanja modal tanah; 

b. belanja modal peralatan dan mesin; 

c. belanja modal bangunan dan gedung; 

d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;  

e. belanja modal aset tetap lainnya; dan 

f. belanja modal aset tidak berwujud. 
 

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp 0,- (nol rupiah). 

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b direncanakan sebesar Rp 50.250.896.887,- (lima puluh miliar dua 

ratus lima puluh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu delapan 

ratus delapan puluh tujuh rupiah). 

(4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c direncanakan sebesar Rp 31.484.794.428,- (tiga puluh satu miliar 

empat ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh empat 

ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah) dilakukan penyesuaian menjadi 

sebesar Rp 35.184.268.538,- (tiga puluh lima miliar seratus delapan puluh 

empat juta dua ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh 

delapan rupiah). 

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada     

ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 36.832.062.787,- (tiga puluh enam 

miliar delapan ratus tiga puluh dua juta enam puluh dua ribu tujuh ratus 

delapan puluh tujuh rupiah) dilakukan penyesuaian menjadi sebesar        

Rp 36.932.050.087,- (tiga puluh enam miliar sembilan ratus tiga puluh dua 

juta lima puluh ribu delapan puluh tujuh rupiah). 

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  

huruf e direncanakan sebesar Rp 4.754.076.413,- (empat miliar tujuh ratus 

lima puluh empat juta tujuh puluh enam ribu empat ratus tiga belas rupiah) 

dilakukan penyesuaian menjadi sebesar Rp 6.435.503.266,- (enam miliar 



empat ratus tiga puluh lima juta lima ratus tiga ribu dua ratus enam puluh 

enam rupiah). 

(7) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf f direncanakan sebesar Rp 0,- (nol rupiah) 

 

2. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 15 

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9  huruf c 

direncanakan sebesar Rp 9.000.000.000,- (sembilan miliar rupiah) dilakukan 

penyesuaian menjadi sebesar Rp 3.443.271.737 (tiga miliar empat ratus empat 

puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh 

rupiah). 

3. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 23 

Uraian lebih lanjut tentang Perubahan Kedua Atas Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 

Pasal II 
 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Wali Kota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungpinang. 

 

            Ditetapkan di Tanjungpinang 

                                                             pada tanggal 27 Juni 2022 
            WALI KOTA TANJUNGPINANG, 

 

 

 
 

                          RAHMA 

 
 
 

Diundangkan di Tanjungpinang 

pada tanggal   
Pj.SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG, 

 

  
 

 

YUSWANDI 
  

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2022 NOMOR 406 



 

 
 


